Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar
unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, perlu melakukan perubahan terhadap
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahunl950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576)sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
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Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor S0);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2010
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 51);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2012
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 89);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 29 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2012 Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan
BUPATI KEBUMEN
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah
Rp.1.634.459.492.000,00 bertambah sejumlah Rp.40.195.123.000,00 sehingga menjadi

Rp.1.674.654.615.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
a. Pendapatan

1. Semula Rp. 1.597.037.532.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (27.330.842.000,00)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.569.706.690.000,00
b. Belanja

1. Semula Rp. 1.634.459.492.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 40.195.123.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.674.654.615.000,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (104.947.925.000,00)

c. Pembiayaan
1. Penerimaan
a) Semula Rp. 44.771.960.000,00
b) Bertambah/(berkurang) Rp. 67.525.965.000,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 112.297.925.000,00
2. Pengeluaran
a) Semula Rp. 7.350.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 7.350.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 104.947.925.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan asli daerah
1. Semula Rp. 104.721.559.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.998.930.000,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan  Rp. 116.720.489.000,00

b. Danaperimbangan

1. Semula Rp. 1.133.746.826.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.000.000.000,00)
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 1.131.746.826.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1. Semula Rp. 358.569.147.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (37.329.772.000,00)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah Perubahan Rp. 321.239.375.000,00
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(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 33.965.900.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 2.519.200.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 36.485.100.000,00
b. RetribusiDaerah

1. Semula Rp. 26.355.662.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (506.907.000,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 25.848.755.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 5.555.647.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (53.575.000,00)

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah Perubahan Rp. 5.502.072.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1. Semula Rp. 38.844.350.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.040.212.000,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

setelah Perubahan Rp. 48.884.562.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil
1. Semula Rp. 30.811.786.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 30.811.786.000,00
b. Dana Alokasi Umum
1. Semula Rp. 1.021.871.180.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 1.021.871.180.000,00
c. Dana Alokasi Khusus
1. Semula Rp. 79.063.860.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 79.063.860.000,00

d.Dana Insentif Daerah
1. Semula Rp. 2.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.000.000.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 0,00
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(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c terdiri dari jenis pendapatan :

d. Hibah

1. Semula Rp. 2.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

lumlah hibah setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00
e. Dana Darurat

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp. 0,00

f. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
1. Semula Rp. 41.463.289.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.596.730.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah

Perubahan Rp. 43.060.019.000,00
g. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula Rp. 163.270.232.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 68.839.446.000,00

Jumlah DanaPenyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah Perubahan Rp. 232.109.678.000,00
h. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
1. Semula Rp. 151.785.127.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. (107.765.948.000,00)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 44.019.179.000,00

i. Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi

1. Semula Rp. 50.499.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Retribusi dari provinsi
setelah Perubahan Rp. 50.499.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

j- Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp. 1.207.041.371.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (41.104.869.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 1.165.936.502.000,00

k. Belanja Langsung

1. Semula Rp. 427.418.121.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 81.299.992.000,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 508.718.113.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja :



(3)

1.

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 982.460.747.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 69.089.407.000,00
Jumlah Belanja Pegawaisetelah Perubahan Rp. 1.051.550.154.000,00
b. Belanja Bunga
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bungasetelah Perubahan Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Belanja Subsidisetelah Perubahan Rp. 0,00
d. Belanja Hibah
1. Semula Rp. 111.838.948.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (107.975.948.000,00)
Jumlah Belanja Hibahsetelah Perubahan Rp. 3.863.000.000,00

¢}

. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula Rp. 40.565.154.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (2.373.400.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosialsetelah Perubahan Rp. 38.191.754.000,00

=

Belanja Bagi Hasil

1. Semula Rp. 2.373.540.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 26.781.000,00
Jumlah Belanja Bagi Hasilsetelah Perubahan Rp. 2.400.321.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan
1. Semula Rp. 68.150.614.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 230.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah
Perubahan Rp. 68.380.614.000,00
h.Belanja Tidak Terduga
1. Semula Rp. 1.652.368.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. (101.709.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 1.550.659.000,00
Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja :

Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 45.378.407.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 5.301.250.000,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 50.679.657.000,00
m. Belanja Barang dan Jasa
1. Semula Rp. 127.344.264.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 28.701.672.000,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah

Perubahan Rp. 156.045.936.000,00



n. Belanja Modal

1. Semula Rp. 254.695.450.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 47.297.070.000,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 301.992.520.000,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
o. Penerimaan

1. Semula Rp. 44.771.960.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 67.525.965.000,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 112.297.925.000,00
p. Pengeluaran
1. Semula Rp. 7.350.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaransetelah Perubahan Rp. 7.350.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
1. Semula Rp. 44.771.960.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 67.525.965.000,00

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah
Perubahan Rp. 112.297.925.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah
perubahan Rp. 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkansetelah Perubahan Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerahsetelah
Perubahan Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman
setelah Perubahan Rp. 0,00
f. Penerimaan piutang daerah
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah
Perubahan Rp. 0,00
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Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah
Perubahan Rp. 0,00
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
1. Semula Rp. 7.350.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah
Daerah setelah Perubahan Rp. 7.350.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah
Perubahan Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah
Perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I :  Ringkasan Perubahan APBD;

b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD

menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan

d. Lampiran IV

Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan

Daerah untuk

e. Lampiran V

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara;



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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Lampiran VI :  Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan

per Jabatan;

Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini; dan

Daftar Pinjaman Daerah.

. Lampiran VIII

Pasal 6

Dalam hal terjadi keadaan darurat setelah ditetapkannya Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen

dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk

belanja untuk keperluan mendesak, yang selanjutnya dilaporkan dalam

Laporan Keuangan Daerah tahun anggaran berkenaan.

Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi riteria sebagai berikut :

a.

bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kabupaten
Kebumen dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

tidak dapat diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten
Kebumen;dan

memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan

cara :

a.

b.

menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) mencakup :

a.

program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen dan
masyarakat; dan

adanya kebijakan Pemerintah yang berimplikasi pada beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.

Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan

darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.
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Pasal 7
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Agustus 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

ADI PANDOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006
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